
  
 

BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini berupaya menganalisis relevansi konsep Madilog yang 

dikemukakan oleh Tan Malaka dalam membaca fenomena kontemporer, khususnya 

terkait pembentukan UU No. 3 Tahun 2025 sebagai Perubahan atas UU No. 34 

Tahun 2004 tentang TNI. Fokus utama penelitian ini adalah menilai apakah revisi 

tersebut sejalan atau justru bertentangan dengan prinsip materialisme, dialektika, 

dan logika (Madilog), terutama dalam konteks demokrasi dan supremasi sipil di 

Indonesia. 

Sebagai pijakan awal, penting untuk memahami bahwa perubahan UU No. 

34 Tahun 2004 tentang TNI secara substansial memperluas ruang keterlibatan 

militer dalam ranah sipil. Meskipun secara normatif revisi ini diklaim bertujuan 

untuk memperkuat profesionalisme TNI dan menyesuaikan dengan dinamika 

ancaman modern, dalam praktiknya terdapat sejumlah ketentuan yang membuka 

kemungkinan bagi prajurit aktif untuk menduduki jabatan sipil atau memperluas 

fungsi non-pertahanan. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan kembalinya 

praktik peran ganda militer. 

Kekhawatiran tersebut berakar pada pengalaman historis Indonesia pada 

masa Orde Baru, terutama melalui penerapan konsep dwi-fungsi ABRI. Dalam 

kerangka ini, militer tidak hanya menjalankan fungsi pertahanan, tetapi juga 

berperan sebagai kekuatan sosial-politik yang terlibat langsung dalam 

pemerintahan dan kehidupan sipil. Praktik tersebut menimbulkan berbagai 

konsekuensi negatif, antara lain melemahnya demokrasi, terbatasnya ruang 

kebebasan sipil, serta kuatnya dominasi militer dalam struktur kekuasaan negara. 

Reformasi 1998 kemudian hadir sebagai upaya untuk mengakhiri praktik tersebut 

dengan menegaskan kembali supremasi sipil dan profesionalisme militer. 

Meskipun demikian, temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa 

pembentukan UU No. 3 Tahun 2025 sebagai Perubahan atas UU No. 34 Tahun 2004 
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tentang TNI berpotensi membuka kembali ruang bagi munculnya peran ganda 

militer, meskipun dikemas dalam bentuk yang lebih subtil dan dilegitimasi secara 

hukum. Jika ditelaah melalui kerangka Madilog, dapat diidentifikasi sejumlah 

ketidaksesuaian mendasar sebagai berikut: 

Pertama, dalam perspektif materialisme, revisi UU No. 34 Tahun 2004 

tentang TNI tidak sepenuhnya berangkat dari kondisi objektif masyarakat. 

Materialisme dalam Madilog menekankan bahwa kebijakan harus didasarkan pada 

realitas konkret, termasuk pengalaman historis dan kebutuhan nyata rakyat. Namun, 

dalam kasus ini, revisi tersebut lebih mencerminkan kepentingan elite politik dan 

institusi tertentu dibandingkan kebutuhan masyarakat sipil. Pengalaman historis 

Indonesia terhadap dwi-fungsi ABRI yang berdampak negatif terhadap demokrasi 

tidak dijadikan landasan utama dalam proses perumusan kebijakan. Dengan 

demikian, terdapat jarak antara realitas sosial yang seharusnya menjadi dasar 

kebijakan dengan produk hukum yang dihasilkan. 

Kedua, dalam perspektif dialektika, proses pembentukan UU No. 3 Tahun 

2025 sebagai Perubahan atas UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI menunjukkan 

lemahnya mekanisme perdebatan yang terbuka, kritis, dan seimbang. Dialektika 

mengandaikan adanya interaksi antara gagasan yang saling berlawanan yaitu tesis 

dan antithesis yang kemudian menghasilkan sintesis sebagai bentuk yang lebih 

berkembang. Namun, penelitian ini menemukan bahwa aspirasi masyarakat sipil, 

akademisi, serta kelompok pro-demokrasi tidak diakomodasi secara optimal dalam 

proses legislasi. Alih-alih menghasilkan sintesis yang progresif, proses tersebut 

cenderung didominasi oleh kepentingan tertentu, sehingga mengabaikan potensi 

konflik kepentingan yang seharusnya diolah secara konstruktif. Hal ini 

menunjukkan kegagalan dalam menerapkan prinsip dialektika secara substantif. 

Ketiga, dalam perspektif logika, proses pembentukan UU No. 3 Tahun 2025 

sebagai Perubahan atas UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI memperlihatkan 

adanya inkonsistensi antara tujuan normatif dan substansi regulasi. Secara formal, 

revisi ini diklaim bertujuan untuk memperkuat profesionalisme TNI. Namun, dalam 

praktiknya, terdapat ketentuan yang justru membuka ruang bagi keterlibatan militer 

dalam jabatan sipil. Hal ini menimbulkan kontradiksi logis, karena profesionalisme 
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militer dalam sistem demokrasi modern justru menuntut pemisahan yang tegas 

antara ranah militer dan sipil. Dengan demikian, terdapat ketidaksesuaian antara 

premis yang diajukan dengan kesimpulan kebijakan yang dihasilkan. 

Berdasarkan ketiga aspek tersebut, dapat disimpulkan bahwa revisi UU No. 

34 Tahun 2004 tentang TNI tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip-prinsip 

Madilog. Ketidaksesuaian ini menunjukkan bahwa kebijakan yang dihasilkan 

belum mencerminkan pendekatan ilmiah dan rasional sebagaimana yang diidealkan 

oleh Tan Malaka. Selain itu, revisi ini juga berpotensi melemahkan prinsip 

supremasi sipil yang merupakan salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi. 

Lebih jauh lagi, penelitian ini menegaskan bahwa relevansi Madilog dalam 

konteks kekinian masih sangat kuat. Madilog tidak hanya merupakan konsep 

filosofis, tetapi juga dapat digunakan sebagai alat analisis kritis terhadap kebijakan 

publik. Dalam konteks ini, Madilog membantu mengungkap adanya ketimpangan 

antara idealitas demokrasi dengan realitas kebijakan yang dihasilkan. 

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa revisi UU No. 3 Tahun 2025 

sebagai Perubahan atas UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI, apabila tidak ditelaah 

dan dikritisi secara mendalam, berpotensi menjadi kemunduran dalam proses 

demokratisasi di Indonesia. Oleh karena itu, dibutuhkan keterlibatan bersama dari 

berbagai elemen untuk menjaga agar prinsip supremasi sipil tetap terpelihara dan 

tidak terdistorsi oleh kepentingan politik yang sempit. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan, terdapat 

beberapa saran yang dapat diajukan sebagai berikut: 

  Pertama, bagi pembentuk undang-undang, disarankan agar perumusan 

kebijakan strategis terutama yang berkaitan dengan sektor pertahanan dan 

keamanan harus lebih menitikberatkan pada pendekatan ilmiah yang berbasis 

analisis material, kajian akademik yang independen, serta partisipasi publik yang 

substansial. Dalam kerangka ini, proses legislasi tidak seharusnya didorong semata 

oleh kepentingan politik atau kompromi antar-elite, melainkan harus berangkat dari 

realitas objektif masyarakat serta pengalaman historis bangsa. Pengalaman 
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Indonesia pada masa dwifungsi ABRI patut dijadikan pertimbangan utama dalam 

mengevaluasi kebijakan yang berpotensi memperluas keterlibatan militer di ranah 

sipil. Selain itu, prinsip-prinsip Madilog yang diperkenalkan oleh Tan Malaka dapat 

dimanfaatkan sebagai kerangka berpikir kritis dalam proses legislasi, khususnya 

untuk menjaga keselarasan antara tujuan normatif, perumusan pasal, dan implikasi 

kebijakan. Dengan demikian, produk hukum yang dihasilkan tidak hanya memiliki 

legitimasi formal, tetapi juga memenuhi aspek rasionalitas, akuntabilitas, dan 

keberpihakan pada kepentingan publik secara luas. 

Kedua, bagi pemerintah dan institusi TNI, diharapkan tetap konsisten 

menjalankan agenda reformasi militer yang menempatkan TNI sebagai kekuatan 

pertahanan negara yang profesional, modern, dan berada di bawah kendali sipil. 

Komitmen tersebut perlu diwujudkan tidak hanya dalam tataran normatif, tetapi 

juga melalui praktik kelembagaan serta kebijakan yang konkret. Setiap wacana 

perluasan peran TNI di luar fungsi pertahanan, sebagaimana yang berpotensi 

muncul dalam UU No. 3 Tahun 2025, seharusnya ditelaah secara cermat dengan 

pendekatan multidisipliner yang mencakup aspek hukum, politik, dan sosial. 

Langkah ini penting untuk menghindari tumpang tindih kewenangan antara institusi 

militer dan sipil yang dapat mengaburkan prinsip supremasi sipil. Lebih lanjut, 

dalam sistem demokrasi modern, profesionalisme militer mensyaratkan adanya 

pemisahan yang jelas antara ranah militer dan politik, sehingga setiap kebijakan 

yang berpotensi menggeser batas tersebut perlu disikapi secara hati-hati dan kritis. 

Ketiga, bagi masyarakat sipil dan akademisi, penting untuk terus melakukan 

pengawasan kritis terhadap kebijakan di bidang pertahanan dan keamanan negara. 

Peran ini menjadi semakin penting dalam konteks demokrasi yang menuntut adanya 

kontrol publik terhadap kekuasaan. Pengawasan tidak hanya dilakukan dalam 

bentuk kritik, tetapi juga melalui produksi pengetahuan, riset independen, serta 

advokasi berbasis data yang dapat menjadi alternatif wacana dalam ruang publik. 

Dalam hal ini, pemikiran Tan Malaka, khususnya melalui konsep Madilog, perlu 

terus dikaji, dikembangkan, dan dikontekstualisasikan sebagai alat analisis kritis. 

Madilog dapat membantu membongkar ketidaksesuaian antara klaim normatif 

kebijakan dengan realitas empirisnya, serta mengidentifikasi potensi kembalinya 

praktik-praktik otoritarianisme dalam bentuk yang lebih subtil dan legalistik. 
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Dengan demikian, masyarakat sipil dan akademisi dapat berperan sebagai penjaga 

nalar kritis dalam kehidupan demokrasi. 

Keempat, bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk memperluas kajian 

melalui pendekatan empiris dan komparatif internasional guna memperoleh 

pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dampak UU No. 3 Tahun 2025 

terhadap relasi sipil-militer dan demokrasi di Indonesia. Pendekatan empiris dapat 

dilakukan melalui studi lapangan, wawancara, dan analisis data kebijakan, 

sementara pendekatan komparatif membandingkan pengalaman Indonesia dengan 

negara lain. Selain itu, konsep Madilog dapat dipadukan dengan teori lain untuk 

memperkaya analisis. Dengan demikian, penelitian ke depan diharapkan tidak 

hanya memperdalam aspek teoretis, tetapi juga memberi kontribusi yang lebih luas 

bagi ilmu pengetahuan dan kebijakan publik. 
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